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Perihal . Penanganan BPKP terhadap Surat Pengaduan

Melalui KP 5000 dan Non KP 5000.
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Berikut ini kami sampaikan prosedur penanganan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan terhadap surat-surat pengaduan masyarakat baik melalui Kotak Pos
5000 (KP 5000) maupun yang tidak melalui Kotak Pos 5000 (Non KP 5000).

1. Surat pengaduan masyarakat melalui KP 5000.

Surat pengaduan masyarakat yang dikirimkan kepada Wakil Presden RI melalui KP

5000 dengan tembusan kepada beberapa instans terkait, biasanya diteruskan oleh

Assten Wakil Presiden Urusan Pengawasan kepada instans-instans yang

bersangkutan untuk ditindak lanjuti.

a. Surat pengaduan masyarakat yang dikirimkan Asisten Wakil Presiden Urusan
Pengawasan dengan adamat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, maka penanganannya (pemeriksaan dan pelaporannya)
dilaksanakan sendiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. Sedangkan surat pengaduan masyarakat yang diteruskan dengan alamat instans
tertentu dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menerima
tembusan, maka materi surat pengaduan masyarakat tersebut kami pergunakan
sebagal bahan masukan untuk pemeriksaan rutin berdasarkan PKPT.

Pemeriksaan rutin yang kami maksudkan ialah pemeriksaan terhadap Satuan

KerjalProyek BUMN/BUMD baik dadam pemeriksaan umum (Genera Audit),

pemeriksaan operasional, pemeriksaan kemudian (Post Audit) dan pemeriksaan atas

bantuan luar negeri.

Apabila materi surat pengaduan masyarakat termaksud berindikas penyimpangan,

pemeriksaan lebih diintensifkan, kemudian hasiinya diinformaskan kepada Asisten

Wakil Presiden Urusan Pengawasan dan instans yang terkait.

Apabila Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki informas dari

hasil pemeriksaan rutin atas materi surat pengaduan masyarakat tersebut, informasi

segera kami kirimkan kepada instansi-instans terkait.

2. Surat pengaduan Non KP. 5000
Surat pengaduan masyarakat yang didamatkan langsung kepada Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tembusan kepada beberapa
instansi, setelah ditelaah tingkat prioritasnya maka pemeriksaan dilaksanakan oleh



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Apabila surat pengaduan
masyarakat tersebut terbukti, segera kami informasikan kepada instansi-instans
terkait.

Apabila tembusan surat pengaduan masyarakat yang dialamatkan kepada suatu
instansi bukan Kotak Pos 5000 diterima Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, maka materi surat pengaduan masyarakat kami pergunakan sebagai
bahan masukan pemeriksaan rutin kami. Prosedur selanjutnya sama dengan yang
tercantum butir 1 huruf b alinea ke-2 dan ke-3.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
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